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BAB I

PENDAHULUAN

1. PERMASALAHAN : LATAR BELAKANG DAN RUMUSANNYA

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila

dan Undang-undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat yang adil,
makmur dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu hanya dapat
diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana,
terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan
pembangunan nasional seperti yang tersebut diatas, diperlukan dukungan
dana dari masyarakat, antara lain berupa pembayaran pajak. Besarnya
potensi pajak ini menjadikan pajak sebagai sarana yang efektif bagi sumber
dana pembangunan.

Ketentuan mengenai pajak untuk keperluan negara diatur dalam
pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 :“Segala pajak untuk
keperluan Negara berdasarkan Undang-undang”. Hal tersebut memberikan
kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan, baik bagi negara maupun
warganya, dan Kkarena itulah maka setiap jenis pajak yang dipungut dari
masyarakat harus tertera dalam Undang-undang.

Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk turut berperan serta

menyumbang penerimaan negara dari sektor pajak dikenal dengan sebutan



Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dimaksud adalah seperti yang tercantum
dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 :“Orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan
untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau
pemotongan pajak tertentu”.

Jadi dalam hal ini pihak-pihak yang dapat disebut sebagai wajib pajak
adalah :'

1. Wajib Pajak pribadi sejak lahir hingga meninggal dunia;
Warga Negara Asing yang berada atau bertempat tinggal di
Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan hingga meninggalkan Indonesia;

3. Wajib Pajak Badan sejak didirikan hingga bubar.

Pengertian “Badan” menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal
1 angka 2 :

“Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap, dan bentuk badan lainnya”.

! Wawancara dengan Edy Pranowo, Juru Sita Pajak KPP Surabaya Krembangan,
Rabu 20 Juni 2001



Ditinjau dari uraian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan badan
sebagai subyek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha
(komersial), namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan,
dan sebagainya sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian
oleh yang berwenang sehingga tidak ada alasan bagi badan (khususnya
organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk menyatakan bahwa
mereka tidak termasuk sebagai subyek pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah self assessment,
yaitu dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang
terhutang. Wajib pajak dalam sistem ini diberi kepercayaan yang besar
untuk menentukan apa yang menjadi obyeknya, lalu menghitung sendiri
berapa besar obyek pajak yang dikenakan dan kemudian melaporkannya
kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Sistem Self Assessment ini mengandung hal penting yang
diharapkan ada pada diri wajib pajak, yaitu A
. Kesadaran wajib pajak
. Kejujuran wajib pajak
. Hasrat dari wajib pajak untuk membayar pajak
. Disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan,

sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya
memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepadanya oleh

W N =

? Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, yogyakarta, 2000, h. 34
? Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar perpajakan 2 (selanjutnya disebut Rochmat
Soemitro I), Refika Aditama, Bandung, 1998, h.14



Undang-undang, seperti memasukkan SPT pada waktunya,
membayar pajak pada waktunya, dan sebagainya tanpa harus
diperingati untuk melakukan hal tersebut.
Melalui sistem self assessment ini diharapkan pelaksanaan administrasi
pajak dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan
mudah dipahami oleh anggota masyarakat (wajib pajak). Untuk menunjang
hal tersebut, sistem self assessment harus dilengkapi dengan suatu
mekanisme untuk menjamin tingkat kepatuhan yang baik.*

Tingkat kepatuhan yang baik tersebut hanya dapat dimungkinkan
dalam suasana keterbukaan, baik dari wajib pajak maupun dari aparat pajak.
Keterbukaan wajib pajak dalam arti tertibnya pembukuan, adalah membuat
pembukuan yang baik, benar serta jujur dimana wajib pajak dapat
menetapkan dan mengalokasikan besarnya pajak dengan tepat. Melalui
sistem ini, wajib pajak mempunyai peranan penting dalam menunjang
pembangunan melalui pemasukan dari sektor pajak, dimana keadaan ini
hanya dapat tercapai dengan asumsi bahwa anggota masyarakat (wajib
pajak) mengerti benar dan mengenal basic knowledge tentang tata cara

perpajakan di Indonesia. Pada sistem ini dipergunakan asas praduga tak

bersalah, sepanjang tidak dijumpai data atau indikasi yang menunjukkan

* Agus Nugroho, Motivasi, Alternatif dan Persepsi Tentang Self Assessment, Berita
Pajak No. 1286, 1 November 1994, h. 43.




bahwa wajib pajak telah menyimpang dari ketentuan yang ada, maka yang

dilaporkan dianggap benar.

Secara garis besar, pajak mempunyai dua fungsi pokok, yaitu :°
1. Fungsi budgetair, adalah fungsi yang menjadikan pajak sebagai

sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya.

2. Fungsi regulerend atau mengatur adalah fungsi yang menjadikan pajak
sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pajak yang pertama adalah ada di sektor publik, dan pajak
disini merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada waktunya akan
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan
apabila setelah itu masih ada sisa yang lazim disebut surplus, maka surplus
ini dapat digunakan untuk investasi pemerintah. Surplus ini disebut juga
sebagai public saving dan ini merupakan sumber utama untuk membiayai

public investment.®

5 Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta 1997, h.2.
®Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan (selanjutnya disebut Rochmat Soemitro
1), PT Eresco, Bandung 1982, h. 10




Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur, dimana pajak-pajak di
dalam fungsi ini digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu diluar bidang keuangan.

Ditinjau dari kedua fungsi pajak tersebut, dapat terlihat bahwa pajak
mempunyai peranan yang besar sebagai sumber keuangan negara (dana
pembangunan) jika dibandingkan dengan fungsi pengaturan. Lebih besarnya
fungsi pajak sebagai sumber dana pembangunan ini terlihat dari definisi
pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-
dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yaitu : ’

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak
memiliki unsur-unsur: ®
1. Iuran dari rakyat kepada negara;
2. Dalam hal ini yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran
tersebut berupa uang (bukan barang);
3. Berdasarkan undang-undang;

4. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksananya;

7 Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung 1995, h. 5
8 Mardiasmo, op.cit, h.1




5. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;

6. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pajak masih sebatas sebagai sumber

dana pembangunan dan belum berfungsi sebagai pengaturan, maka karena

itulah sistem dan prosedur perpajakan perlu terus disempurnakan dan
disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat,
dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan.

Untuk melaksanakan pembangunan nasional, negara membutuhkan
biaya dari masyarakat, dan salah satu sumbernya adalah dari sektor pajak.
Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan
sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan
sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.

Peran serta wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban pembayaran
pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, namun dalam
kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak
dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya meskipun hal tersebut telah
secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terhadap tunggakan utang
pajak tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang

mempunyai kekuatan hukum memaksa.




Ketentuan mengenai penagihan pajak dengan alat paksa diatur
dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak
Negara Dengan Surat Paksa, yang kemudian dirubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa, dan dirubah kembali serta disempurnakan lagi dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa. Hal tersebut disebabkan karena undang-undang mengenai penagihan
pajak dengan Surat Paksa yang lama dirasa kurang dapat sepenuhnya
mendukung pelaksanaan penagihan pajak saat ini, sehubung dengan adanya
perkembangan sistem hukum dan perkembangan kehidupan masyarakat
yang dinamis. Mengingat hal tersebut, maka diperlukan undang-undang
penagihan pajak baru yang mampu memberikan kepastian hukum dan
keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya
dalam penagihan utang pajak yang dilakukan apabila wajib pajak tidak
melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Surat
Paksa mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang segera dapat
dilaksanakan (executoriale titel) dan kedudukan hukum yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht

van gewijsde). Surat Paksa tidak dapat ditentang isi materialnya dengan




jalan atau sarana hukum apapun karena undang-undang sebelumnya telah
memberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut melalui keberatan dan
banding atas keputusan keberatan. Surat Paksa hanya dapat ditentang dalam
satu hal, yaitu bila mengandung kekurangan formal seperti tidak
ditandatangani atau tidak diberitahukan secara resmi oleh jurusita pajak
kepada wajib pajak di tempat tinggal atau di tempat pekerjaan penanggung
pajak.
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan 2 (dua)

permasalahan pokok, yaitu :

1. Bagaimanakah keberadaan Surat Paksa dalam pelunasan utang ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan Surat Paksa dalam penagihan pajak

yang terutang ?

2. PENJELASAN JUDUL

Skripsi ini mengambil judul : “Surat Paksa Sebagai Salah Satu
Upaya Dalam Penagihan Pajak”.

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-undang No. 16 Tahun
2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 20
jo Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa pasal 1 angka 12 adalah surat perintah membayar utang pajak

dan biaya penagihan pajak.
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Penagihan Pajak menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
pasal 1 angka 9 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pengertian kata “Upaya” adalah usaha. Syarat untuk menyampaikan
suatu maksud; mengambil tindakan untuk supaya; melakukan sesuatu untuk
mencari akal, jalan, dan sebagainya.g

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengandung arti bahwa Surat
Paksa merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan oleh
Dirjen Pajak untuk menagih utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila
dengan diterbitkannya Surat Paksa ini tidak mengakibatkan Penanggung
Pajak melunasi utang pajak, maka terhadapnya akan dilakukan penyitaan
yang nantinya dapat diteruskan dengan lelang. Upaya terakhir yang
ditempuh oleh Dirjen Pajak adalah melakukan penyanderaan atas diri
penanggung pajak yang bersangkutan apabila ia tetap tidak melunasi utang

pajaknya.

° Muhammad Ali, Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani,
Jakarta 1995, h.605.
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Penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dibebankan kepada
semua jenis pajak. Namun pada penulisan skripsi ini, penulis hanya akan
mengangkat topik bahasan yang berkaitan dengan keberadaan Surat Paksa
serta bagaimana prosedur pelaksanaan Surat Paksa sebagai salah satu upaya

dalam penagihan pajak.

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya
penegakan hukum dalam rangka penagiban utang pajak. Keberadaan Surat
paksa dalam praktek Undang-undang Perpajakan yang harus dilaksanakan
secara tegas dan berkesinambungan, mau tidak mau harus dilaksanakan oleh
KPP terhadap wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan utang pajak
dan terhadapnya sulit untuk dilakukan tindakan penagihan. Selain itu juga
pelaksanaannya tidak dapat ditunda-tunda lagi, karena disamping untuk
menjaga wibawa Pemerintah, juga agar wajib pajak lebih termotivasi dan
sadar akan arti penting dan peranan penerimaan pajak bagi proses
pembangunan nasional bangsa kita sendiri.

Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam
lagi mengenai upaya pemerintah dalam penagihan pelunasan utang pajak
oleh wajib pajak serta untuk mengetahui prosedur dari pelaksanaan

penagihan pajak, khususnya penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat
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Paksa, dimana upaya ini berguna agar pembangunan yang bersumber dari

pajak tetap dapat berjalan.

4. TUJUAN PENULISAN

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam
mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Airlangga.

2. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca
sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hukum

pajak khususnya tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

5. METODOLOGI
a. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana
dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu usaha pendekatan masalah
dengan sifat hukum yang normatif, baik dengan cara membaca,
mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pandangan
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atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan
yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.
b. Sumber Bahan Hukum
Ada dua sumber bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis
untuk mendukung penulisan skripsi ini, yaitu :
1. Sumber hukum primer
yaitu sumber hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa serta melakukan penelitian lapangan berupa
wawancara dengan narasumber sebagai bahan informasi
tambahan untuk melengkapi penulisan skripsi ini
2. Sumber hukum sekunder
merupakan data yang diperoleh dari bahan perkuliahan hukum
pajak dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan
dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini
¢. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi
kepustakaan dan penelitian di lapangan. Pada studi kepustakaan,
pengumpulan data melalui buku-buku literatur, bahan-bahan lain

yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta peraturan
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perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas.

Pada penelitian lapangan, pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber di
Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan sebagai bahan
informasi tambahan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Setelah hasil data yang diperoleh terkumpul, kemudian
diseleksi secara sistematis dan selanjutnya dilakukan pengolahan
serta penilaian terhadap data tersebut. Hasil pengolahan dan
penilaian itu kemudian dipisahkan ke dalam bab-bab dan sub bab

sesuai dengan pembahasan dari permasalah yang diangkat.

d. Analisa Data

Data yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisa
dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya data yang
telah diperoleh tersebut dikaitkan dengan penerapan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa dan kemudian
ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya sesuai dengan rumusan
masalah sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara

sistematika.
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6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA
Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi kedalam empat bab,
dan masing-masing bab akan terdiri dari sub bab-sub bab.

Bab I berisi Pendahuluan dimana pembahasan dalam bab ini
dimaksudkan untuk memberikan acuan terarah mengenai permasalahan
yang akan dibahas, yaitu mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai keberadaan Surat
Paksa dalam pelunasan utang pajak. Secara garis besarnya pada bab ini akan
dijelaskan mengenai pengertian dari Surat Paksa dan alasan dilakukannya
penagihan pajak dengan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang
bersangkutan. Selain hal tersebut dibahas pula mengenai Penagihan
Seketika dan Sekaligus serta Hak Mendahulu dalam hukum pajak.

Untuk mengetahui bagaimana tata cara penagihan pajak dengan
Surat Paksa, maka dalam bab III ini dibahas mengenai prosedur pelaksanaan
penagihan pajak dengan Surat Paksa serta permasalahan apa saja yang
timbul dalam melaksanakan Surat Paksa tersebut.

Bab IV merupakan bab Penutup dari keseluruhan penulisan skripsi

ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.




BAB 11
KEBERADAAN SURAT PAKSA

DALAM PELUNASAN UTANG PAJAK

1. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
1.1. Pengertian Surat Paksa

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya
dalam penagihan utang pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak. Surat Paksa memuat perintah kepada
wajib pajak yang namanya tertulis dalam Surat Paksa untuk membayar
lunas utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dalam jangka waktu yang
telah ditentukan dengan ancaman sita apabila pembayaran tersebut tidak
dilakukan. Surat Paksa baru akan dikeluarkan setelah dipandang cukup
alasannya oleh fiskus. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp.
50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan surat paksa
dan biaya tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1 angka 1 : “Surat
perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat Paksa
berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA”. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa ini adalah

16
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suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang
fiskus) yang lazimnya disebut dengan parate eksekusi atau eksekusi
langsung. Hal tersebut dapat dimengerti karena Surat Paksa mempunyai
kekuatan eksekutorial (kekuatan yang sama seperti putusan hakim) dan
mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde).

Surat Paksa tidak dapat ditentang isi materialnya dengan jalan atau
sarana hukum apapun karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan
pelaksanaan tersebut. Selain itu juga undang-undang sebelumnya telah
memberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut melalui keberatan
dan banding atas keberatan. Pengajuan keberatan dan banding atas
keberatan ini tidak menunda kewajiban penanggung pajak untuk membayar
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Surat Paksa hanya dapat ditentang jika terdapat kekurangan-
kekurangan formal, misalnya :"°

1. Surat Paksa tidak disampaikan / diberitahukan oleh seorang

petugas jurusita pajak yang telah disumpah

2. Surat Paksa tidak diberitahukan menurut cara yang telah
ditentukan

3. Surat Paksa tidak diberitahukan secara resmi
4. Surat Paksa dikirimkan melalui pos, sekalipun tercatat
5. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,

dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

6. Pada Surat Paksa asli maupun salinannya terdapat coretan,
bekas tipp-ex atau bekas dihapus

7. Surat Paksa disampaikan kepada yang tidak berhak

19 Wawancara dengan Sdr.Yokiawan, Jurusita Pajak KPP Surabaya Krembangan,
Senin 23 Juli 2001
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Apabila wajib pajak / penanggung pajak menemukan salah satu unsur formil
sebagaimana tersebut diatas, maka ia berhak untuk menentang (menolak)
Surat Paksa yang disampaikan kepadanya tersebut.

Penyampaian Surat Paksa harus mencerminkan sifat atau
karakteristik dari Surat Paksa itu sendiri. Pada saat memberitahukan Surat
Paksa ini, jurusita pajak harus menyampaikannya secara langsung kepada
wajib pajak yang bersangkutan dan juga harus menjelaskan bahwa wajib
pajak tersebut belum melunasi utang pajaknya. Selain hal tersebut, jurusita
pajak harus menerangkan kepada wajib pajak mengenai apa itu Surat Paksa
dan mengapa Surat Paksa tersebut diberikan serta tindakan selanjutnya yang
dapat dilakukan oleh fiskus apabila wajib pajak tetap tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa. Hal tersebut
harus dilakukan karena tidak semua wajib pajak mengerti apa yang
dimaksud dengan Surat Paksa.

Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak ada, maka dibenarkan
dan sah adanya bilamana Surat Paksa itu disampaikan kepada anggota
keluarga yang tinggal serumah dan telah dewasa atau anggota pengurus
suatu badan atau pejabat pemerintah setempat (lurah / camat). Hal tersebut
merupakan upaya terakhir apabila segala upaya telah dilakukan untuk

menyampaikan Surat Paksa tersebut secara langsung kepada wajib pajak

tidak dapat dilakukan.
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Surat Paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu dari segi isi dan

dari segi karakteristiknya. Ditinjau dari segi isinya Surat Paksa memuat hal-

hal sebagai berikut :

Berkepala kata-kata “Atas Nama Keadilan” yang dengan Undang-undang
No. 19 Tahun 2000 pasal 7 ayat 1 disesuiakan bunyinya menjadi “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, alamat,
keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, besarnya
utang pajak yang harus dibayar dan perintah untuk membayar

Batas waktu pelunasan utang pajak dan apabila sesudah batas waktu
tersebut terlewati dan utang pajak masih belum dilunasi maka tindakan
penagihan akan dilanjutkan dengan penyitaan

Dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk

oleh Menteri Keuangan / Kepala Daerah.

Sedangkan dari segi karakteristiknya adalah sebagai berikut -

Mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde),
Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan grosse putusan hakim
dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding atau upaya
hukum lainnya kepada hakim yang lebih atas;

Mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan menagih yang
bukan pajak (biaya-biaya penagihan);

' Moeljo Hadi, Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita

Pajak Pusat Dan Daerah Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2000
(selanjutnya disebut Moeljo Hadi I),RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001, h. 23
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e Jika surat paksa tidak dilaksanakan oleh penanggung pajak, maka dapat
dilanjutkan dengan tindakan penyitaan yang diteruskan dengan lelang
atau penyanderaan / pencegahan.

Apabila pajak yang masih harus dibayar tetap tidak dilunasi oleh
wajib pajak yang bersangkutan dalam waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan Surat Paksa maka kepadanya akan diterbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan
terhadap barang-barang milik wajib pajak tersebut. Setelah dilakukan
penyitaan dan ternyata wajib pajak yang bersangkutan tetap tidak melunasi
utang pajak maka terhadap barang-barang yang telah disita tersebut dapat

dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Lelang Negara.

1.2. Alasan Diterbitkannya Surat Paksa

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu dar
beberapa upaya dalam penagihan utang pajak. Pelaksanaan penagihan pajak
dengan Surat Paksa adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim
(yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya disebut dengan parate
eksekusi atau eksekusi langsung.

Surat Paksa dalam hukum pajak adalah suatu ketetapan tertulis dari
pejabat pajak yang berwenang. Surat Paksa mempunyai titel eksekutorial
(artinya berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA”) dan mempunyai kedudukan yang sama seperti



21

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht

van gewijsde), sehingga dalam hal ini Surat Paksa tidak dapat ditentang lagi

dengan jalan hukum apapun serta tidak dapat dimintakan banding atau
kasasi kepada hakim yang lebih atas, dan kekuatan itu didapat karena
keadilanlah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan itu.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini dilaksanakan
apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah
diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis. Pengertian Surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk
lain yang fungsinya sama dengan surat teguran atau surat peringatan
dalam upaya penagihan pajak sebelum surat paksa diterbitkan;

2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus;

3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
pajak. Pada keadaan tertentu, misalnya karena penanggung pajak
mengalami kesulitan likuiditas, kepada penanggung pajak atas dasar
permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak melalui Keputusan Pejabat dan keputusan

tersebut mengikat kedua belah pihak. Apabila dikemudian hari
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penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran

pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat

Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat karena

jabatannya jika terjadi keadaan diluar kekuasan pejabat (misalnya :

kecurian, kebanjiran, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan asli

Surat Paksa rusak , tidak terbaca), atau sebab lain (misalnya : Surat Paksa

hilang atau tidak dapat diketemukan lagi). Surat Paksa Pengganti

mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan

Surat Paksa.

Penagihan dengan Surat Paksa dapat dilakukan terhadap semua

jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari : pajak pusat, pajak

daerah, kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga dan biaya. "2

Yang termasuk pajak pusat adalah : °

1.
2.

Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPN dan PPnBM)

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4.
5.

Bea Materai
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

12 Ibid, h. 22
13 Erly Suandy, op.cit, h. 28
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Sedangkan yang termasuk dalam pajak daerah adalah :
Pajak Daerah Tingkat I :

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Pajak Daerah Tingkat II :

- Pajak Hotel dan restauran

- Pajak Hiburan

- Pajak Reklame

- Pajak Penerangan Jalan

- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Surat Paksa harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan diberitahukan secara resmi oleh
Jurusita Pajak di tempat tinggal wajib pajak. Pejabat untuk penagihan pajak
pusat ditunjuk oleh Menteri, sedangkan pejabat untuk penagihan pajak
daerah ditunjuk oleh kepala Daerah. Pejabat mengangkat dan
memberhentikan Jurusita pajak. Jurusita pajak dalam melaksanakan
tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang sama
kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap. Seseorang untuk dapat diangkat sebagai jurusita pajak harus
memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan sebelum

memangku jabatannya, jurusita pajak diambil sumpah / janji menurut agama

/ kepercayaannya oleh pejabat.

1 Ibid, h. 29
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Tugas dari jurusita pajak adalah Melaksanakan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan dan melaksanakan penyanderaan
berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang
untuk :

1. Memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari,
laci dan tempat lain untuk menemukan obyek sita

2. Meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang
membidangi Hukum dan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah
setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri atau pihak lain

3. Menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya

kecuali ditetapkan lain oleh Menteri / Kepala Daerah.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Apabila terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang mendesak dan
untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan
pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka pejabat diberi wewenang

untuk menerbitkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
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Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus disampaikan oleh
jurusita pajak secara langsung kepada penanggung pajak tanpa harus
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak
dan semua Jenis Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

Pengertian Penagihan Seketika dan Sekaligus menurut Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa pasal 1 angka 11 :

“ Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak

kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo

pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua Jenis

Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak”.

Perkataan “ Seketika ” mengandung pengertian bahwa utang pajak tersebut
harus dilunasi dengan segera, sedangkan perkataan “ Sekaligus ” diartikan
bahwa pajak tersebut harus dilunasi dalam waktu bersamaan untuk semua
jenis pajak yang terutang. '

Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan preventif
yang dilakukan oleh fiskus dengan maksud agar penerimaan negara dari
sektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat. Penagihan
Seketika dan Sekaligus pada prinsipnya menyimpang, dalam arti bahwa

pelaksanaannya dilaksanakan tanpa mempersoalkan apakah STP, SKPKB,

15 Moeljo Hadi I, op.cit, h. 45
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SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding telah jatuh tempo atau belum, bahkan dapat menyimpang
dari jadwal waktu penagihan pajak. '°

Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan apabila :

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
atau berniat untuk itu;

b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan
badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau

o

Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus memuat :

e Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak

e Besarnya utang pajak

16 Ibid, h. 43




27

e Perintah untuk membayar
e Saat pelunasan pajak

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat :

&

Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran
b. Tanpa didahului dengan Surat Teguran
¢. Sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan, atau
d. Sebelum penerbitan Surat Paksa

Pengertian kata seketika dan sekaligus mengandung pengertian
bahwa seluruh utang pajak harus dilunasi oleh wajib pajak dengan segera
dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan harus dilakukan dalam
waktu 2 X 24 jam sejak Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Apabila dalam jangka
waktu 2 X 24 jam belum juga ada tanda-tanda bahwa wajib pajak yang
bersangkutan akan melunasi utang pajaknya maka terhadapnya akan segera
dilakukan penagihan dengan Surat Paksa dan apabila utang pajaknya belum
juga dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelah Surat Paksa
diterbitkan, maka seketika itu juga Pejabat mengeluarkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, dan bila jangka waktu 2 X 24 jam telah lewat,
jurusita pajak dapat melaksanakan penyitan dengan disaksikan atau dibantu

oleh 2 (dua) orang saksi.
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Berita Acara Pelaksanaan Sita segera dibuat dan ditandatangani
oleh jurusita pajak, wajib pajak dan saksi-saksi segera setelah tindakan
penyitaan dilakukan. Jika dalam waktu 2 X 24 jam sesudah Berita Acara
Pelaksanaan Sita dibuat dan utang pajak belum juga dilunasi, maka KPP
dapat dengan segera mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara setempat dengan permintan
khusus agar terhadap kasus ini diberikan prioritas utama berkaitan dengan
keadaannya yang mendesak. Setelah semua dokumen-dokumen yang
diperlukan diserahkan kepada Kepala Kantor Lelang Negara, maka akan
segera dilakukan penjadwalan waktu lelang dengan segera. Pelaksanaan
lelang ini sebelumnya harus didahului dengan pengumuman lelang menurut
prosedur yang berlaku.

Bersamaan dengan dilakukannya tindakan Penagihan Seketika dan
Sekaligus, fiskus dapat pula mengambil langkah-langkah yang dianggap
perlu, diantaranya : '’

1. Apabila wajib pajak sudah tidak dapat dihubungi lagi karena telah
pindah alamat tanpa pemberitahuan lebih dahulu atau sudah tidak
mempunyai tempat tinggal yang dikenal, fiskus dapat dengan segera
menerbitkan Surat Paksa dan memuatnya di dalam salah satu harian

yang terbit di tempat wajib pajak tinggal;

7 Ibid, h. 45
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2. Melakukan tindakan preventif yaitu dengan jalan mengusulkan kepada
Menteri Keuangan Republik Indonesia agar mencekal keberangkatan
wajib pajak ke luar negeri sebelum seluruh kewajiban perpajakannya
dilunasi;

3. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia agar
rekening-rekening wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berada di
di Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional / Asing segera

diblokir.

3. Hak Mendahulu Dalam Hukum Pajak

Utang pajak mempunyai kedudukan yang khusus, oleh karena itulah
Negara c.q. Dirjen Pajak mempunyai hak mendahulu atas barang-barang
milik penanggung pajak. Hal tersebut dikarenakan pajak digunakan untuk
membiayai pembangunan demi kelangsungan hidup bangsa dan negara,
selain itu juga untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur
bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut sudah jelas
bahwa kepentingan umum harus dimenangkan dari kepentingan pribadi /

individu masing-masing.'®

18 Rochmat Soemitro I, op.cit, h. 108
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Dalam hukum perdata khususnya pasal 1131 jo 1132 KUH Perdata
menyebutkan bahwa semua benda-benda dari seseorang menjadi
tanggungan untuk semua utang-utangnya, baik benda bergerak atau benda
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di
kemudian hari. Hasil dari penjualan benda-benda tersebut harus dibagi
diantara para penagih menurut pertimbangan jumlah piutang masing-
masing, kecuali jika diantara mereka terdapat alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan atau Undang-undang memberi hak untuk mengambil pelunasan
terlebih dahulu dari pada penagih yang lain (Hak Mendahulu).

Hak mendahulu dalam hukum pajak timbul apabila wajib pajak /
penanggung pajak pada saat yang bersamaan selain mempunyai utang-utang
pribadi (perdata), juga mempunyai utang kepada negara (fiskus) dimana
harta kekayaan dari wajib pajak/penanggung pajak tidak mencukupi untuk
melunasi semua utang-utangnya. Hak mendahulu ini diatur dalam Undang-
undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan pasal 21 ayat 1 : “ Negara mempunyai hak mendahulu untuk
tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak”. Dalam hal ini
kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai
hak mendahulu atas barang-barang milik wakil pajak dan barang-barang
milik wakilnya yang bertanggung jawab secara pribadi dan / atau secara

renteng untuk dilelang di muka umum, kecuali apabila wakilnya tersebut
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dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa mereka dalam
kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab
atas pajak yang terhutang tersebut.

Hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa
bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Hak mendahulu untuk
tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman
untuk melelang suatu barang bergerak dan / atau barang tidak
bergerak

2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud

3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan
penyelesaian suatu warisan.

Hak mendahulu untuk menagih utang pajak dengan sendirinya
hilang jika utang pajak tersebut telah lunas dibayar atau jika tidak
digunakan oleh Dirjen Pajak setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak
diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali jika sebelum jangka waktu
tersebut diterbitkan Surat Paksa yang mencegah daluwarsa hak mendahulu
itu atau diberikan penundaan pembayaran utang pajak yang bersangkutan.

Hak untuk menagih utang pajak daluwarsa setelah lampau 10 (sepuluh)
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tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,

bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, kecuali :

a. apabila terhadap wajib pajak / penanggung pajak yang bersangkutan
diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun
tidak langsung;

c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan.




BAB 111

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

1. Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Dirjen Pajak c.q. KPP agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan sekettka dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, mengusulkan
pencegahan dan melaksanakan penyanderaan. Adapun yang menjadi dasar
dari penagihan pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang
menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah ( pasal 18 UU No.
16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ).

Pada bidang administrasi perpajakan dikenal 2 (dua) bentuk
penagihan, yaitu :'°

1. Penagihan Pajak Pasif

Yaitu penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan STP,

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan

Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar,

Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang

menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan
pajak terutang menjadi lebih besar, jika dalam jangka waktu 30 (tiga

' Erly Suandy, op.cit, h. 109
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puluh) hari belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo
akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai
dengan menerbitkan Surat Teguran.
2. Penagihan pajak Aktif

Merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam
upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya
mengirim Surat Tagihan atau SKP, tetapi akan diikuti juga dengan
tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan suatu bentuk sanksi
yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya. Pada hukum administrasi dikenal beberapa sanksi
administrasi, diantaranya :*°
1. Bestuursdwang (paksaan pemerintah);

2. Penarikan kembali Keputusan (Ketetapan) yang menguntungkan (izin,
pembayaran, subsidi);

3. Pengenaan denda administratif;

4. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (dwangsom).

STP, SKPKB dan SKPKBT merupakan sarana administrasi bagi Dirjen

Pajak untuk melakukan penagihan dan terhadap wajib pajak yang lalai

membayar utang pajaknya, maka terhadapnya dapat dikenakan bunga,

denda administrasi dan kenaikan.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan sanksi administrasi
dalam bentuk Bestuursdwang (paksaan pemerintah). Dikatakan demikian
karena pemaksaan dilakukan terhadap wajib pajak yang dipandang lalai

dalam memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang Perpajakan dan

2 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada
University Press,Yogyakarta, 1994, h. 245
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pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Pejabat Negara
tanpa harus melalui prosedur peradilan.

Tindakan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat
Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau
kuasa yang ditunjuk oleh pejabat setelah 30 (tiga puluh) hari sejak SKP
dikirimkan kepada wajib pajak dan wajib pajak yang bersangkutan belum
juga ada tanda-tanda untuk melunasi utang pajaknya setelah 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran dikirimkan melalui pos ke
alamat wajib pajak dan salinannya disimpan dalam berkas wajib pajak yang
bersangkutan. Surat Teguran merupakan surat peringatan (somasi) kepada
wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya sebelum dilakukan
tindakan penagihan berikutnya.

Surat teguran tidak akan diterbitkan terhadap wajib pajak yang telah
disetujui untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajaknya. Apabila
dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran
tetap tidak ada tanda-tanda bahwa wajib pajak yang bersangkutan akan
melunasi utang pajak, maka terhadapnya akan diterbitkan Surat Paksa yang
dikeluarkan oleh Pejabat.

Surat Paksa berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial

dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
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mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus
memuat :

e nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;

e dasar penagihan;

e besarnya utang pajak;

e perintah untuk membayar.

Surat Paksa yang telah ditandatangani oleh Pejabat, tanggal dan
nomornya dicatat dalam buku Register Surat Paksa, buku Register
Pengawasan Penagihan dan buku Register Tindakan Penagihan sebelum
diserahkan kepada jurusita pajak yang akan melaksanakan tugas penagihan
dengan Surat Paksa. Apabila nomor, tanggal, bulan dan tahun Surat Paksa
tidak diketahui, maka dianggap Surat Paksa tersebut belum diterbitkan.
Setelah diterima oleh jurusita pajak yang bersangkutan, maka tindakan
selanjutnya adalah mencatatkan Surat Paksa tersebut dalam buku produksi
harian jurusita pajak dan buku register tindakan penagihan sebelum salinan
Surat Paksa tersebut diberitahukan kepada wajib pajak.

Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan
dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Yang
dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan
penyerahan adalah bahwa sebelum Surat Paksa tersebut diserahkan kepada

yang bersangkutan, jurusita pajak terlebih dahulu harus membacakan isi dari




37

Surat Paksa tersebut dan menjelaskan apa saja yang menjadi hak-hak dari
wajib pajak tersebut.”’

Setelah itu kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pemberitahan
Surat Paksa sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
Selanjutnya salinan Surat Paksa tersebut diserahkan kepada penanggung
pajak yang bersangkutan, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di kantor
pejabat. Surat paksa yang telah dilaksanakan tersebut dimasukkan dalam
berkas penagihan wajib pajak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu
pelaksanaan surat paksa dicatat dalam buku register pengawasan penagihan
dan buku register tindakan penagihan.

Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan biaya tersebut
dibayarkan pada saat Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.
Seorang jurusita pajak yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya menerima
biaya penagihan tanpa dikaitkan dengan telah terlunasinya utang pajak dan
biaya penagihannya oleh penanggung pajak. Apabila jurusita pajak tidak
sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka biaya

penagihan tersebut tidak dapat diterima. Setelah menerima biaya penagihan

2! Wawancara dengan Sdr. Yokiawan, Jurusita Pajak KPP Surabaya Krembangan,
Rabu 27 Juni 2001
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yang telah menjadi haknya, tidak berarti bahwa jurusita pajak bebas dari
tanggung jawabnya terhadap pencairan piutang pajak tersebut. Apabila
jurusita pajak yakin bahwa penanggung pajak tersebut masih aktif dan
potensial, maka ia harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan
tahap tindakan penagihan lebih lanjut.

Jika dengan diterbitkannya Surat Paksa membuat wajib pajak sadar
dan segera melunasi utang pajaknya, maka pada saat itu utang pajaknya
akan hapus. Akan tetapi jika wajib pajak tetap tidak melunasi utang
pajaknya setelah lewat waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan
Surat Paksa oleh jurusita pajak, maka Pejabat akan segera menerbitkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang akan diikuti dengan penyitaan
terhadap barang-barang milik wajib pajak yang bersangkutan. Terhadap
barang-barang yang disita tersebut dapat ditempeli atau diberi segel SITA
dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan. Setiap
melaksanakan penyitaan, jurusita pajak harus membuat Berita Acara
Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, wajib pajak dan
saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan
kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang wajib pajak
telah berpindah kepada pejabat.

Terhadap wajib pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan

utang pajak, maka pencabutan sita dapat dilaksanakan berdasarkan surat




39

pencabutan sita yang diterbitkan oleh pejabat, namun apabila wajib pajak
tetap tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka pejabat
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang-barang
yang telah disita sebelumnya di Kantor Lelang Negara. Terhadap penjualan
secara lelang ini harus didahului dengan pengumuman lelang melalui media
massa sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
Sedangkan lelang baru akan dilaksanakan setelah 14 (empat belas) hari
sejak pengumuman lelang di media massa.

Upaya terakhir dalam penagihan pajak negara adalah pencegahan
dan penyanderaan akan diri wajib pajak. Jangka waktu pencegahan dan
penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk
selama-lamanya 6 (enam) bulan. Pencegahan dan penyanderaan ini tidak
mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak dan hapusnya
utang pajak karena utang pajak hanya akan hapus apabila sudah dibayar

lunas atau karena daluwarsa.

1.1. Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan
dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang
bersangkutan. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh

Jurusita Pajak kepada :
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Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain
yang memungkinkan;

Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di
tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai;

Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus
harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan
harta warisan belum dibagi, atau

Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta
warisan telah dibagi. Dalam hal ini Surat Paksa diterbitkan dan
diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa tersebut
memuat antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding
dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris,
dan dalam hal ahli waris belum dewasa maka Surat Paksa diserahkan
kepada wali atau pengampunya.

Apabila wajib pajak berupa badan, maka pemberitahuan Surat

Paksa dapat disampaikan :

a.

Untuk perseroan terbatas kepada pengurus meliputi Direksi, Komisaris,
Pemegang saham tertentu dan orang yang nyata-nyata mempunyai
wewenang ikut menentukan kebijaksanan dan atau mengambil

keputusan dalam menjalankan perseroan,
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Untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) kepada kepala perwakilan, kepala
cabang atau penanggung jawab. BUT adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan), atau juga
badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia
untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,;

Untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, perseroan
komanditer kepada direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk
untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggungjawab atas
perusahaan dimaksud,

Untuk yayasan kepada ketua, atau orang yang melaksanakan dan
mengendalikan serta bertanggungjawab atas yayasan dimaksud,;

Kepada pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan
yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah
seorang sebagaimana dimaksud diatas. Yang dimaksud dengan pegawai
tetap adalah pegawai perusahan yang membidangi keuangan,
pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian
umum dan bukan pegawai harian;

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan

kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan
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dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat
Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk
melakukan pemberesan, atau likuidator;

g. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa
dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

Apabila pemberitahuan Surat Paksa kepada orang pribadi dan
kepada badan tidak dapat dilaksanakan, maka Surat Paksa dapat
disampaikan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat sekurang-
kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dengan
membuat Berita Acara, yang selanjutnya salinan Surat Paksa tersebut akan
segera diserahkan kepada penanggung pajak yang bersangkutan.

Jika wajib pajak / penanggung pajak tidak diketahui tempat
tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, maka penyampaian
Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada
papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya atau
mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

Apabila Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja
Pejabat, maka Pejabat yang dimaksud dapat meminta bantuan kepada

Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
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Terkecuali apabila telah ada Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan
Kepala Daerah, Pejabat dimaksud dapat langsung memerintahkan
jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya tanpa
harus meminta bantuan Pejabat setempat. Pejabat yang dimintai bantuan
untuk melaksanakan Surat Paksa wajib membantu dan memberitahukan
tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

Apabila wajib pajak menolak menerima Surat Paksa dengan
berbagai alasan, misalnya karena wajib pajak sedang mengajukan keberatan,
maka jurusita pajak meninggalkan salinan Surat Paksa dimaksud di tempat
tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukan wajib pajak dan mencatatnya
dalam Berita Acara bahwa yang bersangkutan tidak mau atau menolak
menerima salinan surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa telah
diberitahukan. Jika wajib pajak mengajukan keberatan maka tidak

mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

1.2. Pelaksanaan Surat Paksa

Hal pertama yang dilakukan oleh jurusita pajak setelah menerima
Surat Paksa adalah mendatangi tempat tinggal wajib pajak / penanggung
pajak dengan terlebih dahulu memperlihatkan tanda pengenal diri. Setelah

itu jurusita pajak mengemukakan maksud kedatangannya, yaitu
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memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan penyerahan salinan
Surat Paksa tersebut.

Apabila jurusita pajak bertemu secara langsung dengan wajib pajak
yang bersangkutan, maka jurusita pajak akan meminta kepada wajib pajak
untuk memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada. Namun jika
jurusita pajak tidak dapat melaksanakan Surat Paksa secara langsung, maka
harus membuat laporan secara tertulis mengenai sebab-sebabnya dan usaha-
usaha apa saja yang telah dilakukan dalam upaya melaksanakan Surat
Paksa tersebut, antara lain : menghubungi Pejabat Pemerintah setempat,
Polisi dan sebagainya.

Surat-surat keterangan pajak diperlukan untuk meneliti :

e Apakah tunggakan pajak menurut SKP cocok dengan jumlah tunggakan
yang tercantum pada Surat Paksa

e Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan utang
pajak dan biaya pelaksanaannya

e Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun atau jenis pajak lainnya
yang belum diperhitungkan

Apabila Surat Keterangan Pajak yang diperlihatkan oleh wajib
pajak tidak terdapat perbedaan dengan Surat Paksa, maka pada saat itu juga
salinan Surat Paksa diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan,

namun apabila dalam pemberitahuan Surat Paksa tersebut terdapat
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perbedaan antara tunggakan menurut Surat Paksa dengan tunggakan SKP
yang ada pada wajib pajak, maka jurusita pajak tidak boleh merubah apa
yang telah tertulis pada Surat Paksa ataupun mencoretnya dan
menambahkan pembetulan. Jurusita pajak dalam hal ini mengembalikan
Surat Paksa tersebut kepada Kasi Penagihan dengan disertai laporan dan
usul agar dikeluarkan Surat Paksa yang baru sebagai pengganti Surat Paksa
yang salah tadi dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama dengan
data sebenarnya. Hal tersebut dapat dilakukan pula apabila terdapat
kesalahan atau perbedaan-perbedaan lainnya, misalnya salah alamat,
perbedaan nama dan lain sebagainya. Apabila terdapat kesalahan dalam
Surat Paksa, wajib pajak berhak untuk menolak menerima Surat Paksa
tersebut. Namun apabila Surat Paksa yang salah itu telah diperbaharui,
maka tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk menolak Surat Paksa tersebut.

Tidak semua wajib pajak / penanggung pajak dapat menerima Surat
Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak kepadanya. Adakalanya
mereka menolak untuk menerima Surat Paksa tersebut dengan berbagai
macam alasan. Jika hal tersebut terjadi dan jurusita pajak telah memberikan
keterangan yang cukup pada penanggung pajak dan penanggung pajak atau
wakilnya tetap menolak, maka salinan Surat Paksa tersebut dapat
ditinggalkan pada tempat kediaman atau tempat kedudukan penanggung

pajak atau wakilnya. Setelah itu jurusita pajak mencatat hal tersebut dalam
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Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bahwa penanggung pajak tidak

mau menerima Surat Paksa. Hal tersebut adalah sah untuk dilakukan dan

dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan  atau
disampaikan kepada penanggung pajak yang bersangkutan.
Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam Berita Acara

Pemberitahuan Surat Paksa yang sekurang-kurangnya memuat :

e hari, tanggal dan tempat pemberitahuan Surat Paksa;

e alamat / tempat kedudukan KPP;

¢ nama dan alamat wajib pajak atau wajib pajak dan penanggung pajak;

e nama dan tanda tangan jurusita pajak;

e nama dan alamat yang menerima serta sebab mengapa surat paksa tidak
dapat diserahkan secara langsung kepada penanggung pajak yang
bersangkutan;

¢ tanda tangan yang menerima salinan surat paksa; dan

e Dbiaya pelaksanaan Surat Paksa.

Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan

ditandatangani oleh Kepala KPP, Kasi Penagihan, dan Kasubsi Penagihan.

Satu lembar (asli) dimasukkan ke dalam berkas penagihan, lembar lainnya

(salinan I) direkatkan pada STP atau SKPKB atau SKPKBT yang

bersangkutan dan salinan II diserahkan kepada Tata Usaha Perpajakan guna
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memberikan usulan-usulan untuk dilakukannya Pemeriksaan Sederhana
Lapangan terhadap wajib pajak yang sudah tidak aktif lagi.

Surat Paksa yang telah dilaksanakan tersebut diserahkan kepada
Kasubsi Penagihan disertai dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa untuk
kemudian diteruskan kepada Kasi Penagihan untuk ditandatangani. Setelah
itu Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dimasukkan dalam berkas penagihan
wajib pajak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu &:atat tanggal
pelaksanaan Surat Paksa dalam buku Register Pengawasan Penagihan, buku
Register Tindakan Penagihan dan Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak.

Pada saat melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,
jurusita pajak sedapat mungkin melihat keadaan rumah tangga atau
perusahaan penanggung pajak untuk dapat memberikan informasi dalam
rangka mengambil langkah berikutnya.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilaporkan dalam pelaksanaan

Surat paksa, yaitu :

1. Nama dan alamat wajib pajak / penanggung pajak;

2. Pengajuan Surat Keberatan dan penyelesaian berupa pengurangan.
Mengenai hal tersebut agar diuraikan secara jelas dan jangan sampai
melaksanakan penagihan secara paksa sedangkan tunggakannya sudah

dikurangkan,;
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3. Jenis, letak dan taksiran harga dari obyek sita dengan memperhatikan
tunggakan utang pajak dan biaya pelaksanaan penagihan yang mungkin
akan dikeluarkan;

4. Keadaan sebenarnya dari wajib pajak, antara lain : kemampuan untuk
membayar, itikad mau membayar dan pandangannya terhadap penetapan
/ penagihan pajak dan sebagainya, sehingga jurusita pajak dapat
mengajukan usul untuk tindakan penagihan selanjutnya.

Apabila wajib pajak telah membayar lunas utang pajakanya, maka
pada saat itu pula utang pajaknya akan hapus. Namun apabila wajib pajak
tetap tidak melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 X 24 jam setelah Surat
Paksa diterbitkan, maka kepadanya akan dilakukan tindakan penagihan
berikutnya, yaitu berupa penerbitan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan.

Wajib pajak yang akan membayar pajak diwajibkan mengisi Surat
Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau bank
BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
SSP dibuat rangkap 5 (lima), yang terdiri dari :

1. Lembar pertama untuk arsip wajib pajak
2. Lembar kedua untuk KPP melalui KPKN
3. Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP
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4. Lembar keempat untuk bank persepsi / kantor pos dan giro
5. Lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

Wajib pajak yang telah membayar utang pajaknya pada bank atau
kantor pos yang ditunjuk, datang ke KPP bagian Tempat Pelayanan Terpadu
(TPT) dengan membawa lembar ketiga SSP untuk melapor bahwa ia telah
membayar lunas utang pajaknya. Petugas TPT akan memasukkan data
pembayaran ke nomor ketetapan dimaksud dan kemudian mencetak tanda
terima (secara komputerise) untuk wajib pajak yang bersangkutan. Lembar
ketiga SSP tersebut kemudian dikirimkan oleh pihak TPT ke bagian
penagihan setelah sebelumnya dicatat dalam buku Register Harian. Setelah
lembar ketiga SSP diterima oleh seksi penagihan maka langkah selanjutnya
yang dilakukan adalah mencatatkannya dalam tabelaris yang fungsinya
adalah sebagai acuan bagi jurusita pajak apabila akan melakukan tindakan
penagihan selanjutnya terhadap wajib pajak. Hal tersebut dilakukan apabila
lembar kedua SSP yang dikirim oleh bank atau kantor pos tempat wajib
pajak membayar utang pajaknya belum sampai ke bagian penagihan. Setelah
dicatat dalam tabelaris, kemudian lembar ketiga SSP tersebut dimasukkan
dalam berkas penagihan wajib pajak yang bersangkutan. Lembar ketiga SSP
tersebut sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar utang pajaknya

dan terhadapnya tidak akan dilakukan tindakan penagihan lebih lanjut.
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2. Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Surat Paksa
Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, kadang-kadang
tidaklah mudah. Tidak jarang jurusita pajak menghadapi masalah ketika
harus menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak yang bersangkutan.
Ada wajib pajak yang secara suka rela menerima Surat Paksa yang
disampaikan kepadanya, namun tidak jarang pula ada yang bersikap
menolak terhadap pemberitahan Surat Paksa tersebut. Apabila wajib pajak
menolak pemberitahuan Surat Paksa tersebut, maka jurusita pajak akan
melakukan pendekatan secara personal yaitu dengan cara menjelaskan
kepadanya tentang apa itu Surat Paksa dan mengapa Surat Paksa harus
diberitahukan kepadanya. Selain itu juga jurusita pajak menjelaskan
tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh fiskus apabila wajib pajak tetap
tidak melunasi utang pajaknya dan hak-hak apa saja yang dimilikinya.
Dengan dilakukannya pendekatan secara personal ini, diharapkan agar wajib
pajak dapat mengerti dan bersedia menerima Surat Paksa tersebut serta mau
membayar utang pajaknya. Apabila wajib pajak tetap menolak Surat Paksa yang
disampaikan kepadanya, maka jurusita pajak akan meninggalkan Surat Paksa di
tempat tinggal wajib pajak yang bersangkutan dan mencatatnya dalam Berita Acara

Pemberitahuan Surat Paksa bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak mau

menerima Surat Paksa dimaksud. Hal tersebut adalah sah untuk dilakukan
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dan dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan kepada
wajib pajak yang bersangkutan.

Jika ditinjau dari Undang-undang Perpajakan maka terdapat
penyimpangan dalam hal ini, dimana jurusita pajak seharusnya
melaksanakan law enforcement di bidang perpajakan. Namun jika kita tinjau
lebih mendalam lagi mengenai apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam
pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa ini, maka beralasanlah
apabila jurusita pajak melakukan pendekatan secara personal terhadap wajib
pajak yang bersangkutan. Selain itu pula apabila dilakukan penagihan secara
law enforcement, wajib pajak yang bersangkutan akan melakukan tindakan-
tindakan terhadap jurusita pajak, seperti mengusir atau bahkan melakukan
kekerasan terhadap mereka karena wajib pajak beranggapan bahwa jurusita
pajak akan menyita dan menjual secara lelang barang-barang milik mereka.
Hal tersebutlah yang menjadi alasan bagi fiskus mengapa dilakukan
pendekatan yang bersifat lebih manusiawi ini di dalam menyampaikan Surat
Paksa tersebut. Dengan dilakukannya pendekatan secara personal ini, telah
terbukti bahwa wajib pajak lebih dapat menerimanya jika dibandingkan
dengan menerapkan sistem /aw enforcement.

Tidak jarang jurusita pajak pada saat memberitahukan Surat Paksa
menjumpai bahwa wajib pajak telah pindah alamat tanpa adanya

pemberitahuan. Dalam hal ini jurusita pajak melakukan penelusuran data




52

pada SPT dan Berkas Induk Subyek Pajak dan apabila disana dijumpai
alamat wajib pajak yang lain maka jurusita pajak akan mendatangi tempat
tersebut guna menyampaikan salinan Surat Paksa. Jika ternyata alamat
wajib pajak yang bersangkutan tetap tidak dijumpai setelah dilakukan
berbagai upaya, maka jurusita pajak akan membuat surat keterangan yang
ditandatangani oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa wajib pajak
yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut. Pada
saat meminta tanda tangan Camat tersebut, seringkali jurusita pajak
mengalami kesulitan. Tak jarang Camat setempat tidak bersedia
menandatangani surat keterangan tersebut dengan berbagai macam alasan.
Setelah jurusita pajak menunjukkan bahwa sebenarnya hal tersebut diatur
dalam Undang-undang Perpajakan, barulah mereka mau menandatangani
surat keterangan tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah
membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan memberikan usulan agar
dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap wajib pajak yang
bersangkutan. Laporan pelaksanaan Surat Paksa direkatkan bersama-sama
dengan surat keterangan yang telah ditandatangani oleh Camat. Apabila
dalam Pemeriksaan Sederhana Lapangan tersebut terbukti bahwa wajib
pajak yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya maka

terhadapnya akan dilakukan pencabutan NPWP.
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Wajib pajak yang telah membayar utang pajaknya tak jarang masih
mendapat Surat Paksa. Hal tersebut dikarenakan setelah wajib pajak
membayar utang pajaknya, ia tidak melaporkan hal tersebut ke KPP bagian
Tempat Pelayanan Terpadu dengan membawa lembar ketiga SSP. Wajib
pajak terlalu mengandalkan lembar kedua SSP yang akan dikirimkan oleh
bank atau kantor pos dimana tempat mereka membayar utang pajaknya
kepada KPP. Padahal dalam hal ini sebelum lembar kedua SSP tersebut
dikirimkan ke KPP, terlebih dahulu dikirimkan ke Kantor Perbendaharaan
dan Kas Negara (KPKN) untuk dilakukan pencatatan bahwa wajib pajak
telah membayar utang pajaknya. Baru setelah itu oleh KPKN, lembar kedua
SSP tersebut dikirimkan ke KPP bagian TPT. Oleh karena itulah, maka tak
jarang pejabat mengeluarkan Surat Paksa setelah wajib pajak membayar
utang pajaknya. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Surat Paksa
akan dibatalkan dan terhadap wajib pajak yang bersangkutan tidak akan
dilakukan penagihan lebih lanjut apabila utang pajaknya telah dibayar lunas.

Terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penagihan
pajak dengan Surat Paksa serta untuk meningkatkan mutu dalam
melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, maka diperlukan upaya-
upaya untuk mengantisipasi dan menghadapi permasalahan yang timbul
tersebut. Contohnya saja usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak

Surabaya Krembangan. KPP Surabaya Krembangan dalam hal ini
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melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi permasalahan yang

timbul, diantaranya adalah : >

1. Mengupayakan tepat waktu jadwal penagihan pajak sampai dengan
diadakannya pelaksanaan lelang;

2. Meningkatkan kemampuan jurusita pajak dengan mengadakan in house
training dan diskusi-diskusi tentang penagihan pajak untuk
meminimalkan kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan demi
kelancaran tugas di lapangan. Dalam in house training ini ada beberapa
hal yang dibahas, diantaranya adalah :

a. Bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia dalam
penguasaan  Undang-undang  Perpajakan  dan  peraturan
pelaksanaannya;

b. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan teknik komunikasi
dalam pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan tepat waktu.

2 Wawancara dengan Bpk. Siswanto, Kasubsi Penagihan KPP Surabaya
Krembangan, Rabu 20 Juni 2001




BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

Dirjen Pajak c.q. KPP agar wajib pajak membayar utang pajak dan
biaya penagihannya dengan cara menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan
Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah
disita, mengusulkan pencegahan dan melaksanakan penyanderaan.
Surat Paksa berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan mempunyai kedudukan
yang sama seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde). Surat Paksa tidak dapat
ditentang isi materialnya dengan jalan atau sarana hukum apapun
karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan
tersebut. Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu
upaya dalam pelunasan utang pajak. Penagihan pajak dengan Surat
Paksa dilaksanakan apabila wajib pajak tidak membayar lunas utang

pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah

35
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dikirimkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis.

. Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan
penyerahan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Namun apabila
jurusita pajak tidak menjumpai wajib pajak, maka salinan surat paksa
tersebut dapat diserahkan kepada anggota keluarga atau pengurus
perusahaan yang telah dewasa dan sehat akal. Pada saat
menyampaikan Surat Paksa, tak jarang jurusita pajak mengalami
masalah, diantaranya adalah wajib pajak menolak untuk menerima
Surat Paksa tersebut. Disini jurusita pajak menggunakan pendekatan
secara personal dengan harapan wajib pajak bersedia menerima Surat
Paksa tersebut serta membayar utang pajaknya. Namun apabila wajib
pajak tetap menolak Surat Paksa tersebut, maka jurusita pajak akan
meninggalkan Surat Paksa di tempat tinggal wajib pajak dan
mencatatnya dalam Berita Acara Pemberitahan Surat Paksa bahwa

wajib pajak tidak bersedia menerima Surat Paksa tersebut.
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2. SARAN

a.

Hendaknya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya
untuk membayar pajak demi kelangsungan pembangunan bangsa dan
negara dapat lebih ditingkatkan. Selain itu pula, hendaknya ada
koordinasi yang baik antara wajib pajak dengan fiskus agar tidak terjadi
penagihan pajak ganda.

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam penagihan pajak
dengan Surat Paksa dapat ditempuh dengan cara pendekatan secara
personal seperti yang telah dilakukan oleh KPP Surabaya Krembangan.
Melalui pendekatan tersebut telah terbukti bahwa wajib pajak lebih
dapat menerimanya daripada harus melaksanakan law enforcment di

bidang perpajakan.
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Perihal . Pemberitahuan Telah

Melaksanakan Survey
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1. Menunjuk Surat Saudara Nomor : 584/103..11/PP/2001 tanggal 16 Mei
2001 perhal Ijin Survey bagi Mahasiswa Fakulias Hukum UNAIR, atas
nama :

NUNGKY WARA SETYARINI { NIM : 039714541 )

2

Tersebut wik 1, dinyatakan * TELAH SELESAI * Melaksanakan Survey di
KPP Surabaya Krembangan

3. Demikian, mohon menjadikan periksa.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ....ooovviiinininiiniiiinnns

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak

NPWP - U 0o oD O ood

Alamat

Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp.

menurut perincian berikut:

Jenis | Tahun No. & tgl. Tanggal jatuh Jumlah tunggakan
Pajak Pajak STP/SKPKB/SKPKBT/ tempo pajak
SK. Pembetulan/SK. Keberatan/ pembayaran (Rp)

Putusan Banding *)

Kepala Kantor

*) Coret yang tidak perlu
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA KREMBANGAN

SURAT PAKSA

N OITEOT 5 oo
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa
Nama Wajib Pajak / Penangung Pajak oo

NPWP l:lﬂ HiEERE RN

ATAI ALl e e e e

menunggak pajak scbagaimana tercantum di bawah ini :

No. & tgl. STP/SKPKB/ Jumlah tunggakan pajak
SKPKBT/SK. Pemb/SK. Keb./ (Rp)
Putusan Banding *)

Jenis Tahun
Pajak Pajak

Dengan ini :

1. memerintahkan Wajib Pajak/Pcnanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak terschut ke
Kantor Pos & Giro / Bank Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua
puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang dltun]uk
untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk mclakukan penyitaan atas barang-barang milik

Waijib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini

tidak dipenuhi.
‘ PERHATIAN Ditetapkan di
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WARTU Pada (unggal
2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT
PAKSA INI Kepala Kantor

! SESUDAH BATAS WAKTU 1TU TINDAKAN
|PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTXAN
DENGAN PENYITAAN
| ( Pasal 12 Ayat (1) UU No, 19 Tabun 207 ) -

*) Coret yang tidak perlu

KP. RIKPA. 4.8 - 97




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA KREMBANGAN

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

PAGA DAL VI oorevre wosimommmoomome 588 S5 sbmmiegass Tanggal ..., [9 ...siem atas

permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak'yang memilih tempat kedudukan di Kantor

............................................................................................................................... di
................................................................... saya, Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan
PAJAK. i 550 555500008 1750 00 s e s o 5 a1 90 03 e 8 e bertempat kedudukan
B 1o 505560 o S i S S e s o F e o R Sy e e
MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada SAUAATA  ......coovviiiiiiiiiiiiiiie e s
Bertempat tingZal di .........ooooviiiiiiiiiiiii berkedudukan
SEDALZAT .o Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal
.......................................... dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut

memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat
jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Persepsi/Kantor
Pos danGitQ s smusmamsrsmmumsisamsssmmss Sebanyak RP. s ivssmmssidsssmons smpommvvssboy dengan tidak
mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya
selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan
dijual dimuka umum/ dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan
untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan
pelaksanaan penagihan ini.

Sirat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan
PENYANDERAAN.

Saya Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi /
badan yang menanggung pajak.,

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada
bertempat tinggal di
disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa, Jurusita Pajak,

Jabatan

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :
Biaya harian Jurusita Rp. ..o

Biaya perjalanan R, oesinmprnmmssisse i sseaiia s 5 7y

Jumlah RD: worsnenommenmsmenmey i omvss s some a9

*) coret yang tidak perlu




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(ANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA KREMBANGAN

[.  Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NPWP
Alamat
[I. Pelaksanaan :

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

...........................................

............................................

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal

2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir.
3. Hutang pajak sebagai berikut :

............................

Jumlah pajak yang Jumlah pajak yang
Nomor dan o1
. : - Jumlah Pajak telah dibayar masih harus dibayar
Jenis Tahun tanggal yang masih
Pajak pajak STP / SKP/ hatis dibayar Menurut Menurut Menurut Menurut
SKPT *) Surat Paksa | Wajib Pajak | Surat Paksa | Wajib Pajak
III. Data mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
A. Pengajuan/penyelesaian Surat Keberatan.
. Nomor dan Tanggal Penyelesaian
Jenis Tahun tanggal Supat
Pajak pajak § ISI;(/]VSI‘K*I:’) / Keberatan Tanggal Diterima/Ditolak Tunggakan
B. Obyek Sita.

1. Jenis barang gerak Terletak di : Taksiran harga :
........................................ BDi 5 081565 605 055 689 0 55 o 5i s 6 ace
........................................ 24 + PR T TP SR
......................................... B 3 o vt s corvoiion o bwiis B i seoisie woeicgon o o (57

2. Jenis barang tak gerak Terletak di : Taksiran harga
........................................ BPE o500 75 im0y o s e o6t o0 o s 0wk 1
........................................ Rp. o e

Apabila halaman ini tidak cukup pergunakan halaman sebaliknya.

IV. Kesan-kesan dan usul Juru Sita :
Mengetahui : SUrabayia;, «sws sosiswms s @ oaEmsE G 19
KEPALA SEKSI JURU SITA PAJAK NEGARA

PENAGIHAN DAN VERIFIKASI

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WIT.AYAH TX JATIM
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA KREMBANGAN

Jalan Indrapura No. §, Surabaya TELEPON : (031 )3556879
Tromel Pos 830 FAX : {031 ) 3556880

PEMBERITAHUAN BIAYA SURAT PAKSA DAN PENY ITAAN
Nomor : Pemh-OxOR/WPJ.09/KP.0208/2001

20 Januari 2001

BERSAMA INI DIBERITAHUKAN BAHWA DENGAN DIBERLAKUKANNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2000
TENTANG TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN
'SURAT PAKSA. MAKA MULAI 01 JANUARI 2001 RESARNYA BIAYA PENAGIHAN
PAJAK ADALAII SECBAGAI BERIKUT :

1. RP. 50.000,- (LTMA PULUH RIBU RTUPTAH) UNTUK SETTAP PEMBERITAHUAN
SURAT PAKSA

2. Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) UNTUK SETIAP PELAKSANAAN SURAT
PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN.

DEMIKIAN UNTUK DIMAKLUML

Biaya/mw/pram



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA KREMBANGAN

TANDA TERIMA BIAYA PELAKSANAAN SURAT PAKSA /
PELAKSANAAN PENYITAAN *)

Telah diterima dari : Bendaharawan Kantor Pelayana Pajak

Uang sejumlah e TR (v i oni s B o RS ST SRR S S 0t e e o R
(et
............................................................................................................... )

untuk pembayaran biaya : **)

0 Pelaksanaan Surat Paksa sehubungan dengan Surat Paksa,

0 Pelaksanaan Penyitaan sehubungan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

NOHIOE ccisivnrvsnsonessnessrensons tanggal ..............ccoooil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

¥) Coret yang tidak perlu
*¥) Beri tanda x pada
yang sesuai

KP RIKPA 4.11-97




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...coccviiinniiiniiniiiniinnnn,
Nomor S s ey 19......
Lampiran
Perihal . Permintaan pemblokiran Kepada
kekayaan Penanggung Sdr. Pimpinan Bank. . .. ........ ... ...
Pajak yang tersimpan pada = i inn vis cims fms d nmn no s
bank.........ccocoeiiiiiiin

Sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor ....
Tahun ...... jo. Kep. Men. Keu Nomor ........... Tanggal................. dengan ini
diminta  kepada  Saudara  untuk  melakukan  pemblokiran  atas

rekening/Deposito/Tabungarn/ Giro/saldo rekening koran * atas nama :

Nama

Newp o [ 000 000 O OO

Alamat

Untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang pajak sebagaimana dimaksud

dalam Surat Paksa Nomor ............ Tanggal

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan

terima kasih.

Kepala Kantor

*) coret yang tidak perlu.

KP.RIKPA 4.11a-97



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...ocoooeiiiciicnnnininnninene

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama e s e e S A

- . 00000000 000

Alamat B B B B R A S TR

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor
....................................... tanggal ..o, hingga sa:;t ini belum juga melunasi jumlah
pajak yang masih harus dibayamnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan
kepada:

Nama s e S S T R R A R AT 5
NIP R RSy e e —

Jabatan - Jurusita Pajak pada Kantor Pclayanan Pajak

untuk melakukan penyitaan barang-barang (Barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik
Wajib Pajak/ Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang
telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau tclah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat ................ har
setelah pelaksanaan penyitaan.

SIS

DILAXSANAK AN FENYIT2AAN, SESUDAH
BATAS WAKTU 1TU, KAMI AXAN
MENCAJUKAN  PERMINTAAN  KEPADA
KANTOR LELANG NEGARA AGAR
BARANG-BARANG YANS JELAH DISITA
DUUAL DIMUKA UMUM / DIIUAL
LANG.UNG KEPADA PEMBELL:

( Pasal 25 UU Nomor 19 Tahun 2000 )

PERHATIAN
PAJAK HARU> D'LUNAS] DALAM WAKTU ..................... grrtesretetesiesiseinieteyeres  sessrens
14  EMPAT FELAS ) HARI SETELAH Kepala Kantor

*) Coret yang tidak perlu
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BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
NOMOR oo

Padahari ini ........cooooeeeeinnn [7:111:0:4: (RO 111911 11 R atas kekuatan Surat Perintah
Melakukan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan 11 TR R E SIS

INOINOT 1o iieeeeeeereeenraeeeareaesaeenseennnes tANZEAL cvivmressnenesisnnsinies yang bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memilih domisili di kantornya di ..........ccocooieinn
............................................................................. berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal

..................... NOMOT «..rvvoverreeeeeennnnn. yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/
Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan
Pajak tersebut, bertempat tinggal di ..o dengan dibantu 2 (dua) orang saksi
warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan

dapat dipercaya, yaitu :
L vvesueesonnamns SFTHETSHEREFRERRRS o mmEs s mnrns g e n NSO pekerjaan .......... R

TSP UPTRPPRE TSI SITPTER PEKETJAAN L.ooviiiic e
telah datang di rumah/ perusahaan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :

Nama :
NPWP
Alamat

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib
Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut di bawah ini :
No. & tgl. STP/SKPKB/

I{Z“;f( Tahun Pajak | SKPKBT/SK. Pemb/SK. Keb./
J Putusan Banding *)

Jumlah tunggakan pajak
(Rp)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

« Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai
berikut :
I. Jenis barang bergerak: Terletak di: Taksiran harga:

IL.




o Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan
dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan di tempat yang
akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk penyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk ..........ccooonieeinninn.
.................................. yang bertempat tinggal di ........ocoiiiiiiini sebagai
penyimpan dan untuk itu penyimpan terscbut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya
sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula
menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak Jurusita Pajak

(eerreree e ) (e )
Penyimpan Saksi 1. i
(PR AR 0 Y- N ) ( ooresiovinronsnansarmmsmnsimanssnnesssnsvanass )
LT T
( sosmmsmonsismmsmmeissssmsnsnespssrovivns )

Biaya penagihan pajak yaitu:

- Biaya harian Jurusita Pajak dan Saksi L o ——.
- Biaya perjalanan I~
Jumlah R covonstisnmmsioisosmiaiismasinasions

telab/belum dilunasi *)

*) coret yang tidak perlu

CATATAN:

Memindahtangankan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang
diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372 dan 375 KUH Pidana.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...oocooeineiiiininiiiniiiennene

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
§u[0)1 ¢ Lc ) e e

Daftar rincian barang yang disita:
Nama ® e A A S S A R BA

newp LD I CIEIED O DI

AAMEL 7 oo esimmmissmimsss s osesssnmms pose s as soss 55

A. Uang Tunai

No Jenis mata uang Pecahan Jumlah Jumlah
lembar

Keterangan

[‘ww

B. Surat Berharga (Obligasi, saham, dan sejenisnya)

No Jenis Jumlah | Nilai Nominal Perkiraan nilai Jumlah nilai Keterangan
pasar
1
2
3
4
]
Jumlah Rp
C. Piutang
No Jenis Piutang Nilai Piutang Nama Debitur Keterangan
|
2
3
4
5
| Jumlah Rp
D. Penyertaan Modal
No Jenis/Bentuk Besar Penyertaan Perusahaan tempat Keterangan
penyertaan
1
2
3
4
5
Jumlah Rp
Jurusita Pajak
(s em emmms s msins xpmmssnsennss )
NIP. i,

KP.RIKPA 4.13a-97
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK .........ooooooveiiniiiiininnn,

Nomor = = e S T 19......

Perihal : Pencabutan Sita.

Kepada
Nama 5 g g s o on s s sl S S
newp L OO0 OO0 O 00O
ALGMAL 1 oo '

Berhubung Saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, maka sesuai dengan
Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
penyitaan  atas  barang  milik  Saudara  yang telah  dilakukan pada  tanggal
[ = — dengan ini DICABUT.

Demikian agar dimaklumi.

Kepala Kantor

Tindasan :

1. Kepala Seksi Penagihan;

KP.RIKPA 4.15-97




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....ccoccniiniinennenninnnenne,
Nomor sonmmemmnnmonsanvnn ¥ nmans
Lampiran
Perihal Pemberitahuan penyitaan Kepada
Barang Tidak Bergerak Sdr. Kepala Kantor BPN/ Kepala Pengadilan
atas nama Wajib Pajak/ Negeri/ Administrator Pelabuhan
Penanggung Pajak. ...

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa barang tidak bergerak
berupa tanah/bangunan/kapal yang terletak di.. . ............ dan daftar pada

nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Nama

Newp [0 000000 0O 000

Alamat

tanggal . .......... ..., terlampir, berada dalam penyitaan sebagai jaminan
atas utang pajak kepada negara oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang
bersangkutan.

Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatatnya dalam Buku Pendaftaran

Tanah/Bangunan/Kapal*)

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan
terima kasih.

Kepala Kantor

*) coret yang tidak perlu.

KP.RIKPA 4.16-97



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ....ccoooevvininniniininiannees
Nomor e e s SR
Lampiran
Perihal . Pemberitahuan penyitaan Kepada
Obligasi, Saham dan Sdr. Direktur Penyelenggara Bursa Efek/Biro
sejenisnya. Administrasi dan Penyelesaian Transaksi/
Bank Kustodian
di-. oo

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa obligasi, saham dan
sejenisnya atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Nama

NPWP 0O 000000 O ood

Alamat

......... tanggal ... ............terlampir, berada dalam penyitaan
sebagai jaminan atas utang pajak kepada negara oleh Wajib Pajak/Penanggung
Pajak yang bersangkutan.
Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatat dan membekukan obligasi, saham.
dan sejenisnya atas nama sebagaimana dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan

terima kasih.

Kepala Kantor

KP.RIKPA 4.16a-97



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...coooovniiniiniiiiniennnnen,
Nemor @ e [
Lampiran
Perihal Pemberitahuan penyitaan Kepada
deposito, tabungan, saldo Sdr. Direksi Bank .............c..ocoooen.
rekening koran, giro, atau iz st s

bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa deposito, tabungan,
saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Nama

NPWP U 000000 O 00O

Alamat

......... tanggal ... ............terlampir, sesuai:
O surat kuasa Wajib Pajak/Penanggung Pajak
O izin Menteri Keuangan Nomor ...................... tanggal ............
berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas utang pajak kepada negara oleh
Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.
Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatat dan memblokir deposito,
tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu atas nama Penanggung Pajak tersebut di atas.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan

terima kasih.

Kepala Kantor

Beri tanda x pada O yang sesuai

KP.RIKPA 4.16b-97



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK .....cocoviivinniiiiiiniineensns
Nomor L e s enenes
Lampiran
Pcrihal . Pemberitahuan penyitaan piutang. Kepada
SAE: ooy
dim

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa piutang atas nama

Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Nama e

NPWP O 000000 0 gdado

Alamat

......... tanggal . . ... .......... terlampir, berada dalam penyitaan
scbagai jaminan atas utang pajak kepada ncgara oleh Wajib Pajak/Penanggung
Pajak yang bersangkutan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan

terima kasih.

Kepala Kantor

KP.RIKPA 4.16¢-97




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...coooonveneensneneseinennonesenes
Nomor Co T e B TR 19...
Lampiran Kepada
Perihal - Pemintaan Jadwal Waktu Sdr. KEPALA KANTOR LELANG
dan Tempat pelelangan

Schubungan dengan telah dilakukan penyitaan atas barang-barang bergerak atau tidak bergerak
milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak, bersama ini kami sampaikan ... berkas
penyitaan sebagai bahan yang diperlukan untuk persiapan pelelangan dari Wajib Pajak / Penanggung
Pajak seperti tersebut di bawah ini:

1.  Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak*)

HEWY 0 0O00OOo O 00D

Alamat

2. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak
St . s e s m s e e
( Apabila lebih dari satu Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat dilanjutkan seperti angka 1)
Berdasarkan hal tersebut di atas diminta Saudara untuk menetapkan jadual waktu dan tempat

pelaksanaan lelang agar kami dapat mengumumkan tanggal dan tempat pelelangan barang-barang
tersebut di atas kepada masyarakat. '

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasth.

Kepala Kantor

*) Coret yang tidak perlu

KP. RIKPA 4.17-97




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK .cooovoernnneneinnneninnsennenens
Nomor JAKATLA oo
. Lampiran : Kepada:
VAR, oo scvmvosnomesven vosnmsemnnssmsnnsassstssissspsbasasmmsssmsnion
di

KESEMPATAN TERAKHIR

Berdasarkan catatan pada tata usaha kami hingga saat ini ternyata Saudara belum juga melunasi
tunggakan-tunggakan pajak a.n. ... b b s s ndis sy ST AR s NPWP
..................................... dengan rincian sebagai berikut:

Nomor dan tanggal
Jenis Tahun STP/SKPKB/SKPKBT/ Jumlah tunggakan
Pajak Pajak SK. Pembetulan/ (Rp.)

SK Keberatan/Putusan Banding

Jumlah Rp
TR —————————E e — R AR R
.................................................................................................................................................... )
Berhubung dengan itu, maka kami akan melanjutkan tindakan penagihan dengan menjual di
muka umum barang-barang milik : ... yang telah disita oleh Jurusita
Pajak DErnama © ........c.cooooiiiiiiiii I | § 2 S, S —

Biaya-biaya untuk pelaksanaan lelang tersebut yang kesemuanya akan menjadi beban Saudara
adalah sebagai berikut :

1.Biaya pengumuman lelang di surat-surat kabar;

2.Biaya lelang;

3.Biaya Jurusita Pajak;

4 Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan, sclain akan sangat merugikan nama baik, juga akan
menambah jumlah biaya yang harus Saudara pikul.

Oleh karena itu kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara untuk melunasi utang

pajak terscbut selambat-lambatnya tanggal ... dan melaporkan pelunasannya ke
Scksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Kantor

KP RIKPA 4.17a-97




LEMBAR 1

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. | SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip WP

................................................................................. Kode Pos | { T l l J
le Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
- (MAP)
TT T | s
iseslt(ti daftar pada halaman belakang lembar 1 | ... ..o
oran : | |Masa| |taunan| | Final [ | sTP [ ] skeke [ ] skpkeT Tahun
irana’a silang pada kolom yang berkenaan Diisi Tahun Pajak
| setoran dimaksud

y | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov |Des | 7

tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP , SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

mor Ketetapan : (T T Tyl HAEEEEREE

i sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

nlah Pembayaran TEIDIANG  © coeeerriieiii i
i dengan pembayaran rupiah penuh Diisi dengan huruf

ang Teraan
era oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

‘Diterima oleh Bank Pérsepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
TANGOA] i vues bovsvos oornn irsrsesidosmmany < ) - Gmsme s e Yl oo ammnsinn sais nasa o

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

NAMA JEIAS & ceveeereerieiieaeereeeeereetirririrrernaeasenaeaetaa e

AMA JEIAS & oeeeereeeereciirrreereeeeeeees e e e e

s

isi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

mbahan Informasi :
Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

’DIP.5.1-98



DEPARTEMEN KEUANGAN R.l
. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..............................................

LEMBAR 2

SURAT SETORAN PAJAK

Untuk KPP melalui KPKN

KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P)

PN e ) [T

JBIMA WP oottt e e e e e s s e et TRy S
ALAIMIAE WP & oeiieeeieeeeeesreeesbee e beeesaaeesreeshb e e e b a e s b e e R g e E SRS S S LEEeSEeE L

Code Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran
(MAP)

LT 1] LI

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Setoran DMasa DTahunanD Final D STP D SKPKB D SKPKBT Tahun

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Diisi Tahun Pajak

setoran dimaksud

Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt Nov | Des E[[D

beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP , SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : rl I ] l ‘/[ \ l J/ﬁljlﬁ\ ‘J/[ lj

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

RP- vieasserssssssissssssinssasssusspssssrassansssmssasatsi

Terbilang
Diisi dengan huruf

.........................................................................................

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor . .. Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos
Tanggal ..ocevvvvenerennnreinnieiinninnn.

Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : .oooevvverveeieieriiininnrnneinineen

dan Giro

Wajib Pajak/Penyetor

Cap dan tanda tangan

NAMA JEIAS § ceveerrrirrirrrrriierrerennrisierennnnasssssssssenannaneens

T

) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan ban

gunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

(P.PDIP.5.1-98



DEPARTEMEN KEUANGAN R.L
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LEMBAR

SURAT SETORAN PAJAK
Untuk dilaporkan

oleh WP ke KPP

KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P)

=i T | - ’—ﬁ 1 1 |
PWP == l ! \i ‘ — l ll ! J = | =1 | 1 l diisi sesuai kartu NPWP
_J | b (NS (SRR, (U
BITIBI VWP 5 ovecesissorensons sussems ronssron st £est S5as B0 Heus bbns cana naasnebs S HSVEESAHRN AP A TARD PO HaN S SRS SR e
JAMEE WP 5 ceovrevnesssvorsasssssseseacsssssassssssasssasssassbassiass as sns on s s saamsuissasany anseaasasssssasatsbsnscnsseassndes
................................................................................. Kode Pos rl ] l l l
ode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
(MAP)
A T T T T T R e s
iisi sesuai dafiar pada halaman belakang lembar 1 oot s e
etoran | Masa | (Tahunan Final STP | = SKPKB | | SKPKBT Tahun
eri tanda silang pada kolom yang berkenaan Diisi Tahun Pajak
. setoran dimaksud
an | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep Okt | Nov | Des
"ri tanda silang pada kolon bulan untuk setoran masa, final dan pembavaran STP . SKPKB. SKPKRBT masa vang herkenaan ( l l

o . ! i : !
Jomor Ketetapan : | | | / / A R
i ) S—_ 51 J .
diisi sesuai Nomor Ketetapan - STP.SKPKE SKPKGT
Jumlah Pembayaran TErbIlANG ¢ eeeerieciiirreoeese st st
Diisi dengan pembavaran rupiair penith Diisi dengan hiruf
= ORI - ———————— S L sl Ca
Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
TONGYAL oo s o ver s s s evsn s wamens © §anweseswe coasipes ks 5 KG: 5 ms swis opempeasigan s
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
P L O —— A —— INAIME JEIEE | 1uumsmssies s ssosavonsuinsomiommnion s s aTEARTRARSIEES

o sk

Diisi wraian pembayaran sesuai daftar pada halaman bel

Tambahan Informasi :
Khusus PPh final atas transaksi peng
Khusus PPh final atas persewaan tanah dan banguna

P.PDIP.5.1-98

akang lembar | :

alihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

n diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



LEMBAR 4
DEPARTEMEN KEUANGAN R.. | SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk Bank Persepsi/

KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P) Kantor Pos & Giro

..............................................

NP : D - l \ IJ - r ] \ J - D - [:L—E diisi sesuai kartu NPWP

|- I R RrspRr e R IR T T AR R
AL WP 1 oovesesisiesioseisvasnessaessess sonsanstssesssssasnsdens sy unsssmaes sensiaes 5803 PEIRT 00d apnsans vausvusasiasnsineens il ces
................................................................................. Kode Pos r[ | | |
e Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
(MAP) L s s s
(O ———
sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 | ......ouivuirierienrie ittt
van . || Masa| JTahunan| | Final [ | STP [ | skPkB [ ]skPkBT | Tahun

Diisi Tahun Pajak

tanda silang pada kolom yang berkenaan
setoran dimaksud

v | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov Des

anda silang pada kolom bulan untuk setoran masa. final dan pembayaran STP , SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

norketetapan = [ | | 1 1 |/ [ [ ]+ J/ LT /L1

i sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

nlah Pembayaran TEMDIANG  § ereeereeiie v
i dengan pembayaran rupiah penith Diisi dengan huruf
ang Teraan

ora oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Waijib Pajak/Penyetor
77y oo (————————————— R Sl i L B (o |
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
AMA JEIAS © oreierie i NATA JBIES T sevvermmmeverersinisinmsiiss i ovsmsssmevsmvisyapsereyeans

isi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar | :

mbahan Informasi :
Khusus PPh final atas ransaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

’DIP.5.1-98




LEMBAR 5
DEPARTEMEN KEUANGAN R.. | SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip Wajib Pungut

KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P) atau pihak lain

........................................................... KodePos{ l I ‘ 1 j

le Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
AR . D e s oot s 2560558 5 SR SRR R
T [TT] | e
sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1| .. .. uiiiiieiieiii i s
oran : | |Masa| |Tanunan| | Final [ | STP [ | skPKB | | SKPKBT Tahun
tanda silang pada kolom yang berkenaan Diisi Tahun Pajak
| , - setoran dimaksud
v | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
anda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP . SKPKB, SKPKBT inasa yang berkenaan l \

norKetetapan:L‘l“‘/‘l\‘/m/1t'l1/l‘.

i sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

nlah Pembayaran TEOIDIAMG 5 anewe roomemnme s omom s o585 46360 G0 SRR s 54 Fotn AT EAFAS SR B B s
i dengan pembayaran rupiah penuh Diisi dengan huruf
ang Teraan

2ra oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
TANGGA! onismes cuas sosn bmen s sk swes smos swnn s L | O T B (0| A
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
EAITIE) JOIAS © v ro wmmnmen mmsivn nsmm oo oo s SRR AT T T AT AT Nama Jelas © ...

si uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :

nbahan Informasi :

Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

DIP5.1-98
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